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SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor - S0M074/DPMPTSPIPAUDAVI2022
TENTANG

ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2. bahwa berdasakan Peraturan  Menten Pendidikan dan  FKebudayasan

Nomor B4 Tahun 2014 tentang Pendiian Satuan Pendidikan Ansk Usia
Dini  (PAUDY, menegeskan bahwa  Pendidan program atau satusn
pendidikan anak usia dinl, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggl wajib memperoleh izin Pemeanniah atau pemenntah
daarah sesua dengan kewesnangannys,

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 8,
perlu menstapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ‘dan
Pelayanan Terpadu Saiu Finlu Kabupsten Banggal tentang lzin
COperasional Pendidikan Anak Usia Dini

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 28 Tahun 1958 lgntang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat |l di Sulawes! Tengah (Lembaran
MNegara Republik Indonesta Tehun 1559 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 1822},

Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301);

. Undang-Undang homor 23 Tahun 2014 teptang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indocnesia Tahun 2014 MNomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomar 11 Tahur 2020 tentang Cipla Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemenntah Nomer 38 Tahun 2007 tertang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemennah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daersh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 4737

. Peraturan Pemerintah Nomeor 86 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indon
mﬂsﬁ‘;ﬂlm"m r 112, Tambahan Lembaran Negara Haﬁ.ﬂ:lpu"ih In-:h:meul.t‘ﬂ%"lEI
157);

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); { e

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B4 Tahun 2014
lentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278). :

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nemor 97 Tahun 2014 tentang

. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daersh (Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); i
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F'_'u-fnh-;rut: Cubsrah Halopsen Bsngpal Nomor 10 Taban 2092 Vet
Earcara Tes Fugng Wieysh Yabupsen Bangpe Tehun 200 2-2032
Libairn Canrst Kabupoater Bangps Tatuwn 2012 Nomor 12 T armibalme
Lerriaran Dmmrgh katnesnten Bangpad Moo )

1 Parddurin Bupstl Bonggad Womor AR Tathwan HIZ1 tendang Pardekeganan

Kawrisngln Penyeenggaraen Pertinan Barisaha Bersams Riaka dan
Mo Perzinan kepads Kepela Unas Penanaman Modsl dan Freskatymar
Terpady Saty Pintu  Kabupiten Barggel (Berta Daemsh Kabupsten
Bangga Tahun 2021 Nomor 2561)

Rekomendas  Dinas  Pendadikan  Kabupaten Banggai  Romar
Y34/421 1DIKBUD Tanggasl 29 Marel 2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL  SATL)  PINTU  KABUPATEN BANGGAI  TENTANG
ZIN  OPERASIONAL  PENDIDIKAN ANAK USIA  DINI  {PALUD)
KB MANDIRI D] DESA SAYAMBONGIN KECAMATAN NAMED

Memberikan izin Operasional Pendidican Anak Lisia Dini Kepada |

1, Mams Lembags KB MANDIRI

2. . Jenin Pandidikan ¥ elompok Bermain (KB)

3. Adamat Desa Sayambongin Kecamatan Nambo
4 Pengelola | Asriati Abuhasan

5§ ‘Yayasan/Peryelenggara. TPPEK Desa Sayambongin

Pemegang izin Wajib

1 Menyekenggarakan PAUD {erssbul sedemikian rupa, sehingga dapst
memenuhi fungsi sosialnys terhadap masyaakat j

5 Merdasti Persturan  Perundangan Yang berdaky atauy yang diteniukan
ey,

4. Mengifimkan laporan bulanan / iriwulan dengan ketentuan menurul model
yang ditertikan

4 Dapat mengeluarkan Sedifikat / Surat Kelarangan bagl pesena didik.

Keputusan ini mulai beraku selama 3 (liga) tahun sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 21 April 2025 dengan kelentuan apabila dikemudian hari
kekeliruan  dalam  penstapannya akan diubah dan diperbalki

Ditetapkan di  Luwuk
Pada tanggal 21 Apnl 2022
PALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TIWANAN TERPADU SATU PINTU
(o]




